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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai subjek hukum internasional, Negara mempunyai peran penting 

dalam memenuhi dan mematuhi kewajiban yang diatur dalam norma-norma hukum 

internasional. Hal tersebut dikarenakan negara mempunyai kemampuan untuk 

menyelenggarakan hubungan hukum internasional dalam segala aspek kehidupan, 

baik dengan negara-negara lain maupun dengan subjek hukum internasional 

lainnya.1 Secara politis yuridis, negara dengan kekuasaan teritorialnya yang mutlak 

dan monopoli dalam penggunaan kekuasaan,  merupakan pelaku primer dalam 

masyarakat internasional.2 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan munculnya dan pertumbuhan 

negara-negara di dunia seiring dengan perkembangan waktu, menimbulkan suatu 

rasa saling membutuhkan antara negara-negara di berbagai bidang kehidupan 

mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap, terus menerus, bersifat timbal  

balik  dan menimbulkan rasa keinginan untuk menciptakan, memelihara  dan 

mengatur  hubungan sedemikian rupa agar dapat bermanfaat  demi kepentingan 

bersama.3

 
1 Dita Birahayu, “Penyelesaian Yuridis Tentang Penyadapan Sebagai Bagian Dari Kegiatan 

Spionase Yang Dikategorikan Dalam Pelanggaran Kekebalan Diplomatik”, Jurnal Perspektif 
Hukum Volume. 15 No. 2, 2015, hlm. 200. 

2 Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, 
(Bandung: Alumni, 2010), hlm. 13.   

3 Ibid.,Hlm. 12-13. 
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Dalam dunia internasional, menjalin hubungan internasional adalah sesuatu 

yang mutlak yang tidak bisa dihindari oleh semua negara.4 Sebagaimana ditetapkan 

dalam Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Nasional:   

The state as a person of international law should possess the following 

qualifications:  

a. a  permanent population; 

b. a defined territory; 

c. government; and 

d. capacity to enter into relations with the other states.5 

Oleh karena itu, negara-negara tentunya akan menjalin hubungan 

internasional berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara yang saling 

terkait.6 Yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan bidang 

lainnya.7 

Perubahan polarisasi dari polarisasi politik menjadi polarisasi ekonomi pun 

terjadi pada beberapa dasawarsa terakhir. Menjelang memasuki dasawarsa tujuh 

puluhan, isu-isu ekonomi dalam  ruang lingkup global mulai timbul ke permukaan. 

Hal ini ditandai  dengan lahirnya New International Economic Order (Tata 

Ekonomi Internasional Baru) berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tahun 1974. 

Isu-isu dalam bidang ekonomi ini mendorong tumbuh dan perkembangan  

 
4  Dewa Gede Sudika, Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional 

Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN, Vol. 17, No. 3, (September 2013), hlm. 150. 
5 Article 1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. 
6 Widodo, Hukum Konsuler dan Keterwakilan Negara Dalam Organisasi Internasional, 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 1. 
7 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Vol. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 

30. 
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pengaturan masalah ekonomi Internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian 

internasional global, regional ataupun bilateral. Hal-hal ini lah yang nantinya 

dikenal dengan hukum ekonomi internasional.8 

Bentuk Kerjasama  Ekonomi internasional dapat dilihat dari berbagai sisi. 

Jika dilihat berdasarkan jumlah anggota dari kerjasama tersebut, maka Kerjasama 

ekonomi internasional terdiri dari:9 

a. Kerja sama Bilateral; 

b. Kerja sama Multilateral; 

c. Kerja sama Regional; 

d. Kerja sama Internasional 

Saat ini, ke tidak pastian situasi perekonomian dunia dan kebutuhan untuk 

meningkatkan dan perbaikan perekonomian nasional suatu negara merupakan 

kondisi yang kuat bagi munculnya regionalisme perdagangan internasional.10 

Dilihat dari jenisnya, Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner mempunyai 

pandangan bahwa  regionalisme dapat dibagi ke dalam dua jenis yakni:11 

a. Regionalisme yang berdasarkan kedekatan geografis yang bisa diartikan kerja 

sama dan koordinasi regionalisme dalam bidang ekonomi dan politik yang 

dilakukan oleh negara-negara yang letaknya berdekatan dan; 

 
8 I Wayan Parthiana, Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional Indonesia, 

(Bandung: Yrama Widya, 2019), hlm. 63-64 
9 Universitas Gunadarma, Ekonomi Internasional. (Jakarta: Universitas Gunadarma, 

2013/2014), hlm. 101. 
10 Dedi Parna, “Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional 

Comprehensive Economy Partnership”, Jurnal FISIP Volume 4 (Februari 2017), hlm. 2. 
11 Muwalliha Syahdani, “Regionalisme dalam Regional Comprehensive Economic 

Partnership,” Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universtias Pembangunan Nasional Veteran 
Yogyakarta (Maret 2021), hlm. 2. 
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b. Kerjasama atau koordinasi regionalisme yang dilakukan aktor pemerintah 

berdasarkan faktor non-geografis. Kerja sama tersebut berbentuk peningkatan 

ekonomi dan politik diantara negara-negara yang secara letak tidak 

berdekatan. 

Dewasa ini, cukup banyak regionalisme yang dilakukan oleh negara-negara 

di dunia, baik dalam skala kecil, maupun dalam skala besar. Misalnya TPP (Trans-

Pacific Partnership), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), dan yang 

terbaru yakni RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Kerjasama 

regional yang bermunculan dewasa ini merupakan bentuk upaya dari negara-negara 

dalam memaksimalkan perdagangan guna kepentingan peningkatan perekonomian 

negara-negara itu sendiri.12 

Kegagalan  dan ketidak efektifannya kerangka kerja dan hasil negosiasi  

World Trade Organization (WTO) dalam Putaran pembangunan Doha (Doha 

Development Round) juga berkontribusi pada tumbuh dan berkembangnya 

regionalisme dalam liberalisasi perdagangan internasional. Dan pada saat yang 

sama, menjadi upaya yang digunakan oleh semua negara untuk meningkatkan dan 

memaksimalkan perdagangan mereka di luar forum World Trade Organization 

(WTO) yang dinilai telah gagal dalam merumuskan regulasi perdagangan secara 

multilateral. 

Selain itu, Kawai dan Wignaraja mengemukakan alasan timbulnya 

regionalisme khususnya untuk Kawasan Asia sendiri di pengaruhi oleh 3 

identifikasi mengenai fenomena ini yakni: 

 
12 Dedi Parna, Loc.Cit. 
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a. Munculnya anjuran untuk melaksanakan integrasi perdagangan dari pasar; 

b. Tren integrasi kawasan Amerika dan Eropa yang berlangsung; 

c. Peristiwa Krisis Ekonomi yang dialami oleh Kawasan Asia dalam kurun 

waktu 1997 hingga 1998. 

Namun, melalui blok-blok perdagangan yang telah terbentuk sebelumnya 

seperti ASEAN, Uni Eropa dan NAFTA, situasi ini dapat dihadapi secara Tepat 

sehingga kondisi perekonomian negara-negara masih dapat terselamatkan. ASEAN 

pun mempunyai peranan penting dalam sejarah peningkatan ekonomi regional, 

melalui ASEAN  dan ASEAN Economic Community yang mempunyai tujuan untuk 

peningkatan perdagangan internasional  di Indonesia tidak hanya terjadi di dalam 

kerangka multilateral saja, namun melainkan yang bersifat regional juga.13 

Seiring dengan meningkatnya desakan dan perkembangan ekonomi 

internasional, tren perdagangan bebas yang timbul tidaklah terbatas pada kawasan 

perdagangan bebas saja, tetapi juga hadir dalam bentuk kerangka kemitraan 

ekonomi yang komprehensif, yang memperluas ruang lingkup perdagangan ke 

bidang kerjasama lain selain perdagangan barang.14 

ASEAN, salah satu organisasi internasional regional yang menaungi negara-

negara yang ada di Asia Tenggara, cukup berperan aktif untuk meningkatkan 

perdagangan internasional. Peran ini secara historis bermula sejak akan 

digalakkannya AFTA (Asean Free Trade Area), ACFTA (ASEAN-China Free 

 
13 Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, Hukum Perjanjian Perdagangan 

Internasional kerangka konseptual dan Ratifikasi di  Indonesia, (Bandung: Keni Media, 2020), hlm. 
36. 

14  Dedi Parna, Op.Cit., hlm. 3. 
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Trade Area), AEC 2015 (Asean Economic Community 2015), hingga RCEP 

(Regional Comprehensive Economic Partnership).15 

Pembentukan Mega Free Trade Area Agreement di kawasan ASEAN, atau 

dalam hal ini disebut sebagai RCEP, merupakan bentuk reaksi ASEAN terhadap 

dinamika ekonomi di kawasan dan dunia berdasarkan pilar keempat Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). Yakni integrasi ASEAN ke dalam perekonomian dunia. 

Oleh karena itu, negara-negara ASEAN bersama dengan negara-negara mitra 

seperti Australia, Selandia Baru, RRT, Jepang, Republik Korea dan India bersama-

sama memprakarsai pembentukan RCEP.16  

Selain itu, Penting untuk diketahui bahwa Mega Free Trade Area Agreement 

ini berawal dari fondasi hubungan Free Trade Area yang telah dimiliki oleh 

ASEAN dengan masing-masing negara mitra. Diantaranya ACFTA (ASEAN-

China Free Trade Area), ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement, 

ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Australia New Zealand FTA, dan ASEAN-India 

FTA. Ide awal pembentukan RCEP berasal dari Indonesia, berdasarkan reaksi 

ASEAN untuk mempertahankan sentralitas ASEAN dalam proposal ASEAN +3 

atas usulam Tiongkok dan proposal ASEAN +6 atas usulan Jepang.  

Meskipun India belum bergabung Kembali, potensi ekonomi yang di 

proyeksikan oleh RCEP masih terbilang besar jika dibandingkan dengan perjanjian 

perdagangan regional lainnya seperti CP-TPP (Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership), NAFTA (North American Free Trade 

 
15 Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, Loc.Cit. 
16 Ragimun, “Cooperation of Goods Trading on RCEP Forum For Indonesia” Jurnal  

Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (Juni 2018), hlm. 25. 
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Agreement) dan Europian Union-28. Kawasan RCEP Memproyeksikan kurang 

lebih 30% World population, 30% World Gross Domestic Product (GDP), 27% 

World Trade, dan 29% World Foreign Direct Investment (FDI).17 

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) merupakan pakta 

perdagangan yang bergerak dalam bidang  Trade in goods, Customs procedures 

and trade facilitation, Trade in services, Investment, Intellectual Property, 

Competition, E-Commerce, Small and Medium Enterprises, et cetera.18 Dan 

nantinya akan bermanfaat pada pembukaan akses pasar, mendorong penanaman 

modal asing dan sebagainya. 

Posisi RCEP menjadi penting dan menarik untuk dipelajari mengingat 

kondisi dunia yang semakin proteksionis, dan posisi Indonesia sebagai penggagas 

perjanjian ini. RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas yang lebih besar dari 

biasanya dengan 15 negara penandatanganan perjanjian mencakup output ekonomi 

sebesar $26 triliun dan total ekspor mencapai $5.2 triliun dan akan dinikmati oleh 

2.27 miliar orang.19 

RCEP diprediksi akan menghadirkan keuntungan bagi Indonesia khususnya 

bagi perusahaan kecil dan menengah atau SME (Small and medium enterprise) dan 

juga dalam hal ketenagakerjaan. Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia 

sebesar 97% didominasi oleh perusahaan SME dimana perusahaan skala tersebut 

bisa mengoptimalkan kesempatan yang ditawarkan oleh perjanjian dagang RCEP 

lewat pemanfaatan inovasi digital yang lebih luas salah satunya akses pasar lewat 

 
17 Ibid. hlm.170. 
18 Lili Yan Ing, Gordon H. Hanson dan Sri Mulyani Indrawati, The Indonesian Economy: 

Trade and Industrial Policies, (New York: Routledge, 2018) 
19 Muwalliha Syahdani, Loc.Cit. 
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e-commerce. Terlebih, perjanjian dagang RCEP ditandatangani bersamaan dengan 

momentum Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diharapkan bisa 

menjadi gaya dorong yang lebih besar untuk pemulihan ekonomi pasca Pandemi.20 

Indonesia for Global Justice (IGJ) menyarankan untuk membuka teks 

perundingan RCEP agar dapat dibaca dan dikritisi langsung oleh masyarakat. Hal 

ini dikarenakan materi muatan dalam RCEP tidak hanya menyangkut hak-hak 

ekonomi, namun juga berkaitan dengan hak-hak dasar publik. Isi perjanjian RCEP 

telah dibuat dengan komprehensif dan tidak lagi sekedar mengatur perdagangan 

barang dan jasa secara sempit dan terbatas,  dianggap akan memiliki dampak luas 

terhadap hak dasar publik.21 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai bagaimana skema pemanfaatan RCEP dalam perdagangan khususnya 

dalam bidang e-commerce bagi Indonesia di Kawasan ASEAN. Mengingat potensi 

ekonomi dan kebermanfaatannya di masa yang akan datang demi mendukung 

upaya peningkatan Peran  Indonesia di Perdagangan Internasional. Oleh sebab itu, 

penulis membuat skripsi dengan mengangkat judul “Pemanfaatan Perjanjian 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam Bidang E-

Commerce bagi Negara Indonesia di Kawasan ASEAN.” 

 

 

 
20 Muwalliha Syahdani, Loc.Cit. 
21 Christopher Findlay, ASEAN And Regional Free Trade Agreement, (New York: 

Routledge, 2017), hlm. 17. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

ditentukan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Apa Urgensi Indonesia menyepakati dan bergabung ke dalam Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP)? 

2. Bagaimana Skema dan Pemanfaatan Perjanjian Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) dalam bidang Electronic Commerce?  

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Memahami Urgensi Indonesia menyepakati dan bergabung ke dalam 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan; 

2. Memahami Skema dan Pemanfaatan Perjanjian Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) dalam bidang Electronic Commerce? 

 
D. Manfaat Penelitian 

Berlandaskan penelitian ini, diharapkan dapat membawa manfaat teoritis dan 

praktis bagi pembaca maupun penulis itu sendiri, antara lain:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat membawa manfaat dari sisi keilmuan hukum dan 

hukum Internasional terutama mengenai Pemanfaatan perjanjian 
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Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam 

bidang e-Commerce bagi negara Indonesia di Kawasan ASEAN. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber literatur pada 

penelitian-penelitian selanjutnya berdasarkan kajian-kajian 

penelitian yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Mampu mengaplikasikan ilmu hukum yang diberikan dan dipelajari 

selama perkuliahan serta memperdalam pengetahuan mengenai ilmu 

hukum tentang Pemanfaatan perjanjian Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) dalam bidang e-Commerce bagi 

negara Indonesia di Kawasan ASEAN. 

b. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan referensi dan saran mengenai Pemanfaatan 

perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

dalam bidang e-Commerce bagi negara Indonesia di Kawasan 

ASEAN. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah Kerangka penelitian mengenai batasan 

jumlah topik yang dicakup dalam sebuah penelitian. 

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dalam disiplin ilmu 

hukum internasional. Penelitian ini terkhusus pada Bagaimana pemanfaatan Skema 
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Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di bidang e-

Commerce bagi negara Indonesia di Kawasan ASEAN. 

 
F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan kerangka berfikir 

dalam melaksanakan suatu penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan.22 Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Teori Asas (Prinsip) Perjanjian Internasional 

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) dalam 

rumusannya, yakni: 

“Treaty means an International agreement concluded between States in 

written form and governed by international law, whether embodied in a 

single instruments and whatever it’s particular designation ” (Article 2 

ayat 1a).23 

Artinya, Perjanjian (Internasional) merupakan persetujuan internasional 

tertulis yang dibuat di antara negara yang diatur oleh hukum internasional, 

baik yang terbuat dalam satu atau lebih instrumen dan untuk penggunaan 

apapun juga. 

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) juga memuat 

asas-asas (prinsip) dan norma fundamental mengenai perjanjian 

internasional. Asas yang ada dalam preambule VCLT ini telah dikenal secara 

 
22 UIN Suska, “Metodelogi Penelitian Hukum” http://repository.uin-

suska.ac.id/4834/3/BAB%20II.pdf. Diakses 18 Agustus 2021. 
23 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 
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universal, yang dimana menjadi dasar bagi setiap negara atau subjek hukum 

internasional lainnya dalam melakukan perjanjian internasional. Asas-asas  

ini antara lain:24 

a. Asas Kesepakatan (Free Consent) 

Asas Kesepakatan ialah asas utama dan terpenting dalam VCLT. 

Terdapat 62 kata “consent” dalam VCLT. Asas Kesepakatan menjadi 

fondasi dari suatu negara untuk mengadakan kesepakatan dnegan negara 

lain. Kesepakatan pula yang mendasari negara untuk terikat pada 

perjanjian. Kesepakatan juga dari negara merupakan dasar untuk 

mengubah atau mengamandemen perjanjian atau bahkan untuk 

mengakhiri perjanjian. 

b. Asas Itikad Baik (Good Faith) 

Asas itikad baik dalam preambule VCLT dituangkan Kembali dalam 

5 pasal VCLT, yaitu pasal 26, pasal 31, pasal 46 (2), pasal 46 ayat 2b. 

Menurut Anthony D’Amato, asas atau prinsip Itikad baik mengandung 3 

(tiga) pengertian dalam kaitannya dengan perjanjian. Pertama, asas 

Itikad baik mensyaratkan para pihak dalam perjanjian untuk bertindak 

jujur (honestly and fair) satu sama lain, dengan menunjukan motif dan 

tujuan (dalam melakukan perjanjian) secara sungguh-sungguh 

(truthfully) dan tidak melakukan Tindakan yang tidak menguntungkan 

dirinya sendiri (unfair advantage). 25 

 
24 Huala Adolf, Hukum Transaksi Bisnis Transnasional, (Bandung: Keni Media, 2020), 

hlm. 77. 
25 Anthony D’Amato, “Good Faith,” Journal In Encyclopedia of Public International Law, 

Vol. 7 (1984), hlm. 105.  
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Kedua, asas Itikad Baik terkait dengan kewajiban para pihak yang 

telah menandatangani perjanjian memiliki kewajiban untuk melakukan 

segala Tindakan dengan beritikad baik untuk mendapatkan persetujuan 

dari negaranya (consent of the sovereign) dan tidak melakukan Tindakan, 

sebelum perjanjian sah berlaku, yang dapat merugikan pihak-pihak 

lainnya terhadap perjanjian.26 

Ketiga, asas itikad baik terdapat atau berlaku untuk setiap kewajiban 

negara berdasarkan hukum internasional di samping terkait dengan 

perjanjian dalam resolusi PBB tahun 1970 tentang Declaration on 

Principles of International Law concerning Friendly Relations Among 

States, asas ini menyatakan:  

“every State has the duty to fulfil in good faith it’s obligations unser 

the generally recognized principles and rule of international law.” 

27 

c. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas Pacta Sunt Servanda dirumuskan Kembali dalam pasal 26 

VCLT, yakni: “Every treaty in force is binding upon the parties to it and 

must be performed by them in good faith”.  

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian adalah mengikat dan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagian besar sarjana 

 
26 Ibid., hlm. 107. 
27 Ibid. 
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memandang asas ini  merupakan asas terpenting atau dapat dikatakan 

sebagai prinsip-prinsip hukum umum (General principles of law).28 

Manfred Lachs berpendapat asas ini harus ada dalam setiap 

perjanjian. Karena asas ini mencerminkan aturan primer dan sekunder 

(Primary and secondary rule). Aturan primer bersifat umum, atau dalam 

artian bahwa asas ini menegaskan hak negara-negara untuk mengadakan 

perjanjian dengan akibat yang mengikat dan memiliki makna bahwa jika 

perjanjian ini dibuat sesuai dengan syarat-syarat pembuatan perjanjian 

(Treaty making requirement), perjanjian tersebut memiliki kekuatan 

mengikat bagi para pihak.29 

Ketentuan Sekunder (Secondary rule) berlaku untuk tindakan-

tindakan para pihak yang membuatnya (individual act): suatu perjanjian 

yang dibuat secara sah (properly concluded) adalah mengikat. Keduanya 

memiliki sumber dan mulainya dari hukum (both have their source and 

origin in law).30 

d. Asas Tidak Berlaku Surut 

Asas tidak berlaku surut perjanjian merupakan asas umum 

perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum nasional negara-

negara yang ada di dunia. Dalam VCLT, asas ini dapat dilihat pada pasal 

4 yang berbunyi: 

 

 
28 Huala Adolf, Op.Cit., Hlm.79  
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Article 4. Non-Retroactivity of the present Convention 

Without prejudice to the application of any rules set forth in the 
present Convention to which treaties would be subject under 
international law independently of the convention, the convention 
applies only to treaties which are concluded by States after the entry 
into force of the present Convention with regard to such states. 
 

e. Asas Tidak Menggunakan Alasan Hukum Nasional Sebagai Alasan 

Asas tidak menggunakan Alasan Hukum Nasional Sebagai Alasan 

untuk tidak melaksanakan perjanjian adalah norma yang cukup 

kontroversial dalam VCLT. Namun, asas ini logis karena Tindakan 

masuk ke dalam perjanjian internasional adalah Tindakan berdaulat. 

Tindakan ini tidak mungkin diganggu  gugat dengan dalih Tindakan 

demikian bertentangan dengan hukum nasionalnya. Dalam VCLT, asas 

ini termuat dalam article 27 (“Internal law and observance of treaties”) 

to article 46. 

f. Asas Perjanjian Hanya Mengikat Mereka yang Membuatnya 

Asas ini merupakan asas penting dalam perjanjian internasional. 

Asas ini dipandang berasal dari huku perdata Romawi yaitu asas “pacta 

tertiiss nec rocent nec prosunt.”31 Asas ini memiliki arti bahwa tidak 

seorang pun yang haknya dikurangi oleh suatu perjanjian yang ada atau 

yang akan ada yang mana ia bukan menjadi peserta.32 Asas ini termuat 

dalam pasal 34 di bawah judul  

 
31 Hans Ballreich, “Treaties, Effect on Third States”, Journal In Encyclopedia of Public 

International Law, Vol. 7 (1984), hlm. 476. 
32 Wolfram Karl, “Conflict between Treaties”, Journal In Encyclopedia of Public 

International Law, Vol. 7 (1984), hlm. 470. 
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“General rule regarding third states” : “A treaty does not create 

either obligations or rights for a third state without it’s consent.” 

2. Teori Neo-Liberalisme  

Secara elementer, Neoliberalisme adalah perspektif yang mempunyai 

ruang lingkup  pada ekonomi politik, permasalahan lingkungan, dan dalam 

beberapa waktu kebelakang ini merambah kepada isu human rights yang 

termasuk dalam agenda isu low politics. 33 

Dalam perspektif neoliberalisme, negara adalah pemeran penting dan 

krusial  dalam panggung politik internasional, Neoliberalisme memandang 

negara adalah aktor kesatuan-rasional dan aktor dalam kondisi anarki dunia 

internasional. Neoliberalisme juga melihat bahwa negara adalah aktor 

rasional yang dominan, yang artinya negara akan selalu berusaha 

memaksimalkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa 

memperdulikan keuntungan atau kerugian yang didapat orang lain.34 

Menurut perspektif Neoliberalisme, mayoritas negara-negara di dunia 

tidak dapat memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam yang  

menunjang dalam  pembiayaan dan perekenomian negara mereka. Maka, hal 

ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan tindakan yang 

 
33 Steven L. Lamy, Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-

liberalism (New York: Oxford University Press, 2001).  hlm. 182-199.  
34 Robert Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political 

Economy (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984), hlm. 27. lihat pada Richard W. 
Mansbach & Kirsten L. Rafferty, Pengantar Politik Global (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 305. 
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menciptakan situasi-situasi ekonomi domestik yang ramah sebagai pemicu 

dan dapat menarik investasi asing ke dalam wilayah negara mereka.35 

Kaum neoliberalis turut mengakui adanya absolute gains yang 

berpandangan bahwa dengan pembagian keuntungan yang dilakukan secara 

merata dalam kerja sama internasional, setiap pihak yang berkontribusi dalam 

kerja sama tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan yang absolute baik 

dari sisi kualitas maupun kuantitas.36 

3. Teori Kepentingan Nasional 

Kepentingan Nasional haruslah dimiliki oleh suatu negara dalam 

menjalankan hubungan internasional. Hal ini merupakan salah satu hal 

fundamental dalam melaksanakan interaksi hubungan internasional. 

Kepentingan nasional didefinisikan sebagai suatu tujuan dan cita-cita 

yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam mmenjalankan interaksi 

hubungan internasional, Rochester J Martin mengemukakan, “Kepentingan 

nasional merupakan sebuah kepentingan yang bersifat elastis.” 37 

Menurut pendapat sarjana Jack C. Plano dan Roy Olton, dalam teori 

kepentingan nasional yang dikemukakan oleh mereka yakni: 

The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision 
makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is 
typically a highly generalized conception of these element that constitute the 

 
35 Scott Burchill dan Andrew Linklater, Teori-Teori Hubungan Internasional (Bandung: 

Nusa Media, 2010), hlm. 80. 
36 Baldwin, David A, Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. (New 

York: Columbia University Press, 1993), hlm. 1-142. 
37 Rochester, J. Martin, “The National Interest and Contemporary World Politics”, The 

Review of Politics Vol. 26, (1978), hlm. 5-18. 
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state most vital needs, that include self preservation, interdependence, 
territorial integrity, military, security and economic well being. 38 
 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan nasional suatu negara dalam 

melakukan hubungan internasional tentunya akan sangat diperjuangkan oleh 

suatu negara. 

Konsep Kerjasama internasional yang dilakukan oleh satu negara dengan 

negara yang lain, menurut K.J. Holsti timbul berlandaskan pada:39 

1) Untuk Kepentingan Kesejahteraan ekonomi negara; Melakukan 

kerjasama dengan negara lain mampu memangkas biaya dalam 

pembuatan produk kebutuhan masyarakat yang menjadi keterbatasan 

negara tersebut; 

2) Eskalasi Efisiensi pemangkasan biaya; 

3) Timbulnya potensi masalah dalam keamanan Bersama, dan; 

4) Memangkas kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh kebijakan suatu 

negara yang dapat berdampak bagi negara lain. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penyesuaian terhadap objek yang diteliti tentunya disesuaikan dalam 

Menyusun suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang mana jenis penelitian ini 

 
38 Zepry. 2014. “Kebijakan Perancis Mengusir Etnis Roma Pada Masa Pemerintahan 

Nicolas Sarkozy Tahun 2010,”. (Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau, 
Pekanbaru, 2014), Hlm. 16-17. 

39 K..J. Holsti, International Politics: A Framework For Analisis (New Jersey: Prentice, 
1995), hlm. 362- 363. 
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meneliti data Pustaka atau literatur yang diantaranya terdiri dari bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier.40  

Objek pada penelitian ini meliputi norma yang ada dalam aturan hukum 

tertulis maupun tidak tertulis, pengimplementasian normatif penelitian 

terhadap prinsip ataupun asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi 

hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.41 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari Penelitian ini berupa deskriptif analitis, yakni menganalisa 

dengan metode mengilustrasikan kondisi atau situasi suatu fenomena dengan 

kalimat dan kata yang dipisah dan dikategorisasikan guna mendapatkan 

kesimpulan.42 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis 

penelitian, diantaranya sebagai berikut : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan  

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mencermati dan mengkaji 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berupa 

konvensi internasional yang bersinggungan dengan permasalahan hukum 

yang diteliti.43  

 

 
40 Soerjono Soekanto, Penghantar Penelitian, (Jakarta:UI Press, 2008), hlm. 2. 
41 Sekretariat Jenderal DPR RI, Modul Perancangan Undang-Undang, Jakarta, 2008, 

hlm. 5. 
42 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),  hlm. 175. 
43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi revisi. (Jakarta: Prenada Media, 2011), 

hlm. 93-94. 
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b. Pendekatan Sejarah Hukum 

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mencermati dan mengkaji latar 

belakang terjadinya dan berkembangnya suatu isu hukum guna 

mengetahui apa sejarah dan nilai yang melatar belakangi timbulnya suatu 

permasalahan hukum yang diteliti. 44 

c. Pendekatan Perbandingan  

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mencermati dan melakukan 

pendekatan komparasi bersifat mikro yaitu pendekatan komparasi yang 

digunakan dalam suatu negara tertentu dalam kurun waktu tertentu.45  

4. Jenis dan Sumber Hukum  

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 

tiga, yakni : 

a. Bahan Hukum Primer, adalah dokumen atau bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.46 Diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969; 

2) Vienna Convention on the Law of Treaties between States and 

Organizations or between International Organizations 1986; 

 
44 S.Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, 

Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (PT. Bumi Aksara, 
Jakarta, 2011), Hlm. 16. 

45 C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, 
(Bandung : Penerbit Alumni,  2006), Hlm. 139. 

46 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2011), hlm. 113. 
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3) Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

Organization (WTO); 

4) General Agreement on Tariffs and Trade 1994; 

5) General Agreement on Trade in Services; 

6) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996; 

7) Trans- Pacific Partnership Agreement (TPPA); 

8) United Nations Convention on the Use and Electronic 

Communications in International Contracts 2005; 

9) Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement 

2020. 

10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 

Internasional 

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti buku, 

laporan, makalah, jurnal dan hasil penelitian.47 

c. Bahan Hukum Tersier, adalah dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan 

hukum tersier  seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, materi 

seminar, media massa, dan internet.48 

 

 

 
47  Soerjono Soekanto, op.cit. hlm. 12. 
48 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14. 
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5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan bahan 

penelitian adalah dengan Teknik penelitian kepustakaan dan data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier yang diantaranya seperti perundang-undangan, konvensi 

internasional, buku, jurnal, makalah, dokumen resmi, dan hasil penelitian 

lainnya.49 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam analisis bahan penelitian ini 

adalah analisis kualitatif. Yaitu mendeskripsikan hasil penelitian berupa 

penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dicerna dan dicermati untuk 

diinterpretasikan yang berdasarkan kesimpulan umum yang ditarik dari fakta-

fakta khusus untuk pokok permasalahan. sedang dipelajari.50 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam menarik kesimpulan, penulis mengolah dan mengkaji data yang 

diperoleh dengan menggunakan metode/teknik  deskriptif kualitatif dalam 

arti secara sistematis digambarkan dari permasalahan yang dibahas saat 

menulis skripsi dan dihubungkan dalam bentuk kata.51 Kemudian, dalam 

menarik kesimpulan, penulis juga melakukan  penarikan kesimpulan secara 

 
49 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), hlm. 32. 
50 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian,( Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm. 68. 
51 Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasar Metode Tekhnik, (Bandung: Tarsio, 1994), Hlm. 17. 
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deduktif, yakni ditarik dari kalimat umum, dan diakhiri dengan kesimpulan 

khusus.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Bambang Sunggono, Loc.Cit. 
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